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TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER 

PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH 

 

A. Latar Belakang  

bahwa dalam rangka pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, perlu pengaturan 

penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada satuan pendidikan jenjang 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

 

B. Status  

Peraturan Menteri baru. 

 

C. Isi Pokok dalam Regulasi 

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai 

berikut. 

1. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SK diselenggarakan denga 

prinsip: 

a. fleksibel; 

b. keunggulan; 

c. maju berkelanjutan; dan 

d. keadilan. 

2. SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran 

bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. 

3. satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah/Madrasah dapat menerapkan SKS dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

4. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi 

penyelenggaraan SKS di satuan pendidikan sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. 

 

Biro Hukum dan Organisasi 


